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BAB Il

PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Berdasarkan hasil penelitian penulis, pertimbangan Polisi dalam menentukan
tindak pidana dan tersangka penyalahgunaan narkotika apabila telah ditemukan
sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana ditegaskan menurut
undang-undang yang telah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yakni
keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.
Alat bukti permulaan sebagai dasar pertimbangan bagi polisi dalam
menentukan tindak pidana dan tersangka sebagai pelaku atau sebagai korban

penyalahgunaan narkotika.

2. Hambatan yang dihadapi dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh
polisi untuk menentukan seorang yang diduga atau tersangka sebagai pelaku
atau korban penyalahgunaan narkotika antara lain:

d. Faktor sumber daya manusia,
e. [Faktor anggaran yang dana minim,

f. Faktor waktu khusus.

D. Saran
1. Untuk Aparat Penegak Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia
a) Disarankan bahwa dalam mengungkap tindak pidana penyalahgunaan

narkotika haruslah memperhatikan kepentingan umum.,



b)
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Untuk mencapai rasa keadilan dalam penanganan tindak pidana
penyalahgunaan narkotika polisi dalam menentukan tersangka sebagai
pelaku atau korban tindak pidana haruslah  menggunakan
kewenangannya secara profesional menurut penilaiannya sendiri.,

Untuk  kepentingan  perlindungan hak-hak tersangka korban
penyalahgunakan narkotika dalam proses penyelidikan dan penyidikan,
polisi bertindak sesuai dengan prosedur dan kriteria yang berlaku tanpa

mencari-cari kesalahan yang dapat memberatkan tersangka.

2. Pemerintah

a)

b)

Disarankan untuk menjalankan perintan Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika oleh Kepolisian perlu di bentuk Peraturan
Pemerintah yang mengatur batas kewenangan polisi untuk menilai dan
menentukan alat bukti permulaan dalam tahap penyelidikan dan
penyidikan.

Dalam hal barang bukti menjadi alat bukti yang diajukan berupa
rekayasa dan dipraperadilankan secara hokum terbukti maka perlu di
bentuk peraturan pemerintah yang mengatur pelaksanaan pemberian

sanksi penyalahgunaan kewenangan selaku penyelidik dan penyidik.,

3. Masyarakat dan Penasehat Hukum

Untuk masyarakat kiranya kita berupaya mengawal proses penegakkan hukum

agar penegakkan hukum itu sendiri sesuai dengan cita hukum dan untuk
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penasehat hukum yang mendampingi kliennya maka dapat bertindak sesuai
dengan profesinya secara profesional membela kliennya.

. Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini baru sampai pada tahap pertimbangan polisi dalam menentukan
alat bukti permulaan yang cukup sampai pada status tersangka sebagai pelaku
atau korban penyalahgunaan narkotika, penelitian selanjutnya disarankan untuk
lebih mengfokuskan pada perlindungan hukum bagi kaum marginal sebagai

korban penyalahgunaan narkotika.
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